
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 20 TAHUN 1999

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 16 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PATI

bahrva dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai
pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
perlu disesuaikan ;

bahwa untuk meiaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun '1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( KUHP ) ( Lembaran Negara Tahun 1981
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3.

Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 32A9 ) :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1W7 tentang partk
Daerah dan Retritusi Daerah ( l_embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tamb*tan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nornor 65g5 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1gg3 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang l{ukum Acara pidana

{ Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3692 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 19g7
tentang Penyidik Pegararai Negeri Sipil di l_ingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 1gg7
tentang Pedornan Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonnor 175 Tahun
1997 ientang Tata Cara Pemeriksaan dibi&ng Retrib_rsl
Daerah ; '.

Peraluran Daerah Kabr-lpaten Daerah Tingkat ll pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil { PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaien
Daerah Tingkal ll Pati ,

Keputusan Deuan Pewvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor AglKEp/1999
tentang Persetr.{uan Penetapan Rancangan peraturan

4.
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Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat menjadi Peraturan

Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Pati ,

e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Paii ;

f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan
Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pati ;

g. Jasa adalah kegiaian Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi

atau badan ;

h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai



l.

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk kepentrngan oraang pribadi atau badan ;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati orang pribadi atau badan ;

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adatah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang 

,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan
yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang
terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, . besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adatah
Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan :

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

t.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan



Pengabuan Mayat di pungut retribusi atas jasa pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh
Pemenntah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap jasa Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

mendapatkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

mayat dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat, diukur berdasarkan klasifikasi
bloUtempat, waktu dan jumlah.



BA8 V
PRI N$ I P P E ru ETAPA'iI, STRN,' KTU R DA''! A ESARruYA

TARIP RETRIBT'Sfl
Pasal 7

Frinsip peneiapam tarlp Retrihusi Feraymac? Femar€rmar-n dan
Fengabuan tfiayat adara!"r untuk niengganri triaya dnrcnisirasi"
peravwtan jenazah" pemguhua'ara. sec,va tempat permaikararam.
pembakarara/perqabuam dan b!a31a prnbdnaan-

Fas# I
Slruktur besar"filra Retrih{lsi dffietapkarn se@ai berikr.ut .:

a_ penggninnara tarxdt sebesar Rp" f E_G(ffi._ /sekaf;i puil-qut 
;;

h- pengabrmm sehesar Rp- S0"ffi"- / seidii p{..stgut'

BAB VI

TATA GARA PEM[' hI GUTAilI

Pasd g

(1) Re&ih.esi dipr.rgut dengan nrcrggwm{ern Si(RD atarr.r

Dokurmen latm yarg dipersane$<an ;

(2) hflasi$ prqutan rebibr.lsd se@drmana dimaflrsr.d daihrul
Fasal E Feratunan Daer$i iri drisetq ke f(as [herdn..

8AB Vil

MfiIAYAH PEiTUIIGUTAT{

Fasafl'trCI

Refribumi diprrguft di ldtfiilayah Ker.Waten funfr.
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BAB VIII

MASA RETRIBUsI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINIISTRASI

Pasal 13

Dalam hai wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 o/o ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PET/IBAYARAN

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 ( tiga
puluh ) hari setelah saat terutang ;

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan



(3)

pernbetulan, Sural Keputusan Keberalan dan putusan
banding yarqg menyebabkan jumldr Fletribusi yang harus
dibayar ditambah. hanrs dilunasi ddarn iffigka u*aldu
paling larm 1 { satu } br.llan sejak targgal diterbitkarrya
lercebd diatas ;

tsupati alas permofronan uraiib Relribusi setel*r
rnemenuhi persytralan yarg ditentukan dapat
memberiksr persetuiuan kepada uafrb retrifusi ryrtuk
mengargsur atau rnenurda pembayaran Retribusi derqsr
dikenakan burga sebesar 2 o/o {&ta persen} sefiap bdm ;

Td"a r:ura pembayaran" ternpat pembayaan, perurrdaan
pernbayaran Retribusi diatur dengan Keutusan tsupati-

AAB XI

TATA CARA P€ I{AGI}IAIiI

Pasal 15

Retrihrsi yarg tenrtar€ berdasarkan SKRD" SKRDKE,
SKRDBIff, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Kebenatan dan putusan barding yarg tidak
atau ku'ang bayar deh wajib retrihrsi @a uraktunya
dapat ditagih dengan Sur:at Paksa ;

Penagihan Retrihrsi dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peri[uran perurdarp-undangan ya€
berlaku.

BAB XII

KADALUTAARSA

Pasal 16

(1) Penagihan Retribusi, kedaluraarsa setelah melampaui

{41

{1)

(2t

I
I
I



frmgi€ r€klu 3 { tqa } tdrun ferhihrq seiak saat
terula-gnya retuibq.rsi, kffirda apabila sraiib retib.rsi
rnd*rl€nfindak ftdana dittdsqg relrihsi :

{2, Kedahmasa penagihan rebibusi se@ainnrn dirnaksud
al,at {1} Pasd ir{ ferEgguh apabila:

a- fiterffikmrrya Swat Teguran dan $rd Pal$a dan ;

b- Ada pergalnlar utilg Retibusi dai l/bfb R€Uib{lsi

bdk langsurs ryHrpun lidak lang$rg-

aAB Xilt

TAtrA CARA PEiIG}IAPUSAII PII'TATIIG
RETRIBI'SI YAI{G IGDALI'YiNRSA

Pasal 17

{1} Piutarg Retdh.si yarg ffiak m,mgkin $tagih l4i lwena
hak untuk rnelalq,rl<*t penagihan suddr kedaluussa
dapat dihapus ;

t2) Bupati menetapkan keputusan penghapswr Piutdg
Retrih,lsi Daenah yarq sr.ldah keddr.lvrasa se@dnwra
dirnaksud ayaf {1) pasal ini.

BAB XIV

PEI{GAtnASAlrl

Pasal lE

Bupafi menw{uk Pefabat tertentu rrtuk melatuktrt
pengau€san tertndap pelaksanaan Peralwryr Daer*r ir{.
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi{ingginya 4 (

empat ) kali Retribusi terutang.

BAB XVI

PENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliii
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana

dibidang retribusi daerah ;

(1)

(2)

(
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d rr€dmer$ksa biuilknrlbu$eiu,, eatafran-efftatam dan dokuammm-

dokum"em $a:i:n herkenaanr derngarn trimdak podana

dihidarag re*rah*ssi daeraftr ;

e.. cr€flak!,il<a;n peaagge$dafcar? #m*uk rvneradapat fualnan

hetk{,{ pemhJkuEanr pemeadatars, d€fir dokurwmrn-dokumem

eesta rswiaku{<an ps?y$t€am ter{aadap ba$car? hjkfrii
tersetMd.;

f. ntaendrn*a hamtuarnr temaga ahllii daflar,n rmgka
pe$aksareaairr tr"lgas pemyidfkara *i{?dat( gdama drh$darng

refuiihru.usiidaerafu .:

S n'xwmprrulh XMnilaemfti mwllaramg sffiecr*rag
memiirmggmilkam m$ailWain ailaLl teinapat penrert$<saarn

sedanlg hedamgsuurg *f,am wera:reniksa liribratiilllas Gr€rlg
dam atau doikurmer:r yarlg diibamaa sehagaiimanra
diifiraksud pada lhrr.ur.rlrf e ;;

h. r"rrcimplfrr€t seseoraf,W yaraE her$<ait'faan denEairo tliradak
piidaraa reftriihurs;i eitaenah ;

ri *'lren:mrnggilll oralry uam*uk r$f;#lr:rgar ilketerramgamry dam
diireriiflksa se@mi terrsamgka ataalrl saksri .;

j mwtgilaemfrikar,lpenytildilkanr;;

ik.. melkfloakanrfrimdakarnr ilairn yarq per.llu urrff&uk flkelhrffitrad?
perApe{karra fimdak eddffia diiibeclarry ir€tuiihtsii daen"din

msmiruct hnskt ilin yamg dapat diperrdanaggnrmglBumbfram :;

(3) Pemydtik seMgmrinmnrm diinrsaksud pada ayat (1) pmil frroii

rtlreffiaherllddnr.skarlll dlirrulhinrnya pernyildiikarnr darn
nmemyamryaiilkam fiasiill peny*dilkarmimya kepda pefrtrrt{rfiturt

rurinxulil?nl,, sesucaii fungaim $rdemftmm yamg dtiaihur demg@n

UndamgrunnOang Nlornnror I Tdnu.lnr IgSl teilltamg Ftukumm

Acara Pildarrra.

iilt



(1)

(2)

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara
efektif selambat-lambatnya dalam waktu 'l ( satu ) tahun
sejak diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 7 Desember 1999

BUPATI PATI

ttd.

YUSUF MUHAMAD
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Diundangkan di Pati

pada tanggal 8 Desember 1gg9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

trd.

lr. SLAMET PRAWTRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 1999 NOMOR 20
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

I. UMUM
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah selain pajak daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya
termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah

Daer:ah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk
dalam golongan retribusi Jasa Umum, dengan kriteria sebagai berikut :

a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b. selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut
memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan

membayar retribusi.

c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan / diberikan

kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.

d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan

nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.

e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

f. memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau

kualitas pelayanan yang memadai.

14



II. PEIIJETASAId PASAL DEHI PASAL

Pasal l s/d Pasal S : Cukug plas

Pasal I ayat (1) : yang dimaksud dengan dolcuren laan yarrg
diprsan:elkan x$ara lain berupa llae*s rnas*,
kupon dan Y,atlu largganan.

Pasal9 ayatQ) : Cukupfelas.

Pasal 10 : Cukupielas

Fasal 'll : Untuk rnasa refribusi :

penggunaan lanah'prlryl*a ualftrnya 25 tadtun.

- makam dengan bangunan iar€l€ ualdmya 15
tahun.

- rnakarn dan pengahlan di prngut cunn sekali,
yaitu pada saat pelaksar€an.

Pasal l2 #d Pasal23 : Cukupplas-

't5


